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ABSTRAK 
ANALISIS PROSES PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA 
(UMK) BERDASARKAN STANDAR KEBUTUHAN HIDUP LAYAK (KHL) 







 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penetapan upah 
minimum kabupaten/kota (UMK) berdasarkan standar kebutuhan hidup layak (KHL) 
tenaga kerja wilayah Eks-Karesidenan Surakarta. Data diperoleh berdasarkan Peraturan 
Menteri Tenaga Kerja yang mengatur mengenai ketenagakerjaan dan pengupahan, 
wawancara kepada masing-masing perwakilan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi se-Eks-Karesidenan Surakarta dan studi pustaka mengenai standar upah 
minimum. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan cara membandingkan 
Permenakertrans No.13 Tahun 2012 dengan kenyataan masing-masing wilayah 
 Penetapan UMK tahun 2013 di Eks-Karesidenan Surakarta keseluruhan 
menggunakan nilai KHL hasil survey dan atas kesepakatan pihak yang berkaitan. 
Komponen yang paling dominan dalam KHL adalah makanan dan minuman. Prosentase 
capaian UMK di wilayah Eks-Surakarta rata-rata sudah sesuai dengan nilai KHL. 
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ABSTRACT 
THE ANALYSIS FIXED PROCESS OF REGIONAL MINIMUM WAGE WITH 








 The goal of this research is to know how fixed process of regional minimum wage 
with minimum cost of proper basic standard labour in Eks-Karesidenan Surakarta. The 
data base is from regulation of labour about labour union and wages, communicate with 
each leader labour union office in Eks-Karesidenan Surakarta and librarian study about 
minimum wage standard. This research method is deskriptive analysis, that is 
equivalenting the regulation about minimum wage in 2013 with each declaration in Eks-
Karesidenan Surakarta.  
 The all of fixed of regional minimum wage 2013 in Eks-Karesidenan Surakarta is 
using minimum cost proper basic result from survey and the deal with labour union. The 
dominant component in minimum cost proper basic is food and drink. The prosentase 
average of regional minimum wage in Eks-Karesidenan Surakarta is to be equal with 
regional minimum wage. 
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